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ABSTRAK 

 

Fraud control plan dan ethical leadership sangat penting untuk 

diimplementasikan oleh seluruh organisasi. Mengimplementasikan sepuluh atribut 

fraud control plan secara penuh dan memperoleh dukungan dari pemimpin dapat 

mencapai tujuan organisasi dalam membangun budaya anti korupsi dan mencegah 

serta mengendalikan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fraud 

control plan dan ethical leadership sebagai upaya preventif dalam pencegahan 

korupsi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 

data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi, kuesioner, wawancara, dan internet searching. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah 

mengimplementasikan fraud control plan secara menyeluruh dan memperoleh 

dukungan dari pemimpin. Namun, ditemukan hingga saat ini Perwakilan BPKP 

Provinsi Bali belum melaksanakan evaluasi berupa penerbitan laporan pemantauan 

gratifikasi dan benturan kepentingan, karena keterbatasan waktu. Banyaknya 

penugasan mendesak yang harus ditangani telah mengurangi waktu yang tersedia 

untuk melaksanakan pelaporan. 

Kata kunci: Fraud Control Plan, Ethical Leadership, Korupsi 
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ABSTRACT 

 

Fraud control plan and ethical leadership are very important to be 

implemented by the entire organization. Fully implementing the ten attributes of the 

fraud control plan and obtaining support from leaders can achieve the 

organization's goals in building an anti-corruption culture and preventing and 

controlling corruption. This study aims to find out fraud control plan and ethical 

leadership as a preventive effort in preventing corruption. 

This research is a qualitative research with a descriptive approach, the data 

used are primary data and secondary data. Data collection techniques use 

observations, questionnaires, interviews, and internet searching. The results of the 

study show that the Perwakilan BPKP Provinsi Bali has implemented a 

comprehensive fraud control plan and received support from leaders. However, it 

was found that until now the Perwakilan BPKP Provinsi Bali has not carried out 

an evaluation in the form of issuing a gratuity and conflict of interest monitoring 

report, due to time constraints. The large number of urgent assignments that must 

be addressed has reduced the time available to carry out reporting in the form of 

gratuity monitoring and conflicts of interest. 

Keywords: Fraud Control Plan, Ethical Leadership, Corruption 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Korupsi adalah fenomena fraud yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Transparency International global, yaitu 

Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2023, Indonesia memperoleh skor 34; 

skor ini stagnan dari tahun sebelumnya, namun mempengaruhi peringkat. Pada 

tahun 2022, skor korupsi Indonesia sebesar 34 dengan peringkat 110 dari 180 

negara. Sementara tahun 2023, skor korupsi Indonesia sebesar 34 dengan peringkat 

115 dari 180 negara. Skor ini bahkan masih rendah dibanding median CPI global, 

yaitu 43. Sebagai informasi, skala CPI adalah 0 sampai 100. Skala 0 artinya negara 

tersebut sangat korupsi dan skala 100 artinya negara tersebut bersih korupsi (CPI, 

2023). Perolehan skor 34 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi rentan korupsi. 

Penegak hukum anti korupsi di Indonesia terbukti belum efektif memberantas 

korupsi (ICW, 2023). 

Tabel 1.1 Skor dan Peringkat Korupsi Indonesia Tahun 2019-2023 

No Tahun Skor Peringkat 

1 2019 40 85/180 negara 

2 2020 37 102/180 negara 

3 2021 38 96/180 

4 2022 34 110/180 

5 2023 34 115/180 

Sumber: www.transparency.org 

http://www.transparency.org/
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Gambar 1.1 Perbandingan Skor CPI Indonesia dan Korea Selatan 2019-2023 

(Sumber: www.transparency.org) 

Menurut laporan Association of Certified Fraud Examiners tentang 

Occupational Fraud 2022: a Report to The Nations, Indonesia menempati peringkat 

empat di Asia dalam jumlah kasus fraud tahun 2022, dengan total 23 kasus, setelah 

Australia, China, dan Malaysia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk 

memberantas fraud, Indonesia tetap rentan terhadap risiko kecurangan. 

 Tabel 1.2 Total Kasus Fraud di Kawasan Asia Tahun 2022 

No Negara Total Kasus  No Negara Total Kasus 

1 Australia 38 10 New Zealand 6 

2 China 33 11 Taiwan 3 

3 Malaysia 25 12 Papua New Guinea 3 

4 Indonesia 23 13 Korea Selatan 2 

5 Singapura 13 14 American Samoa 2 

6 Hongkong 13 15 Fiji 1 

7 Filipina 12 16 Laos 1 

8 Thailand 9 17 Micronesia 1 

9 Vietnam 8 18 Solomon Island 1 

Sumber: ACFE 2022, Data diolah 2024 

 

Korupsi mencakup praktik seperti suap, gratifikasi, pungutan liar, 

penyalahgunaan keuangan, penggelapan, atau pencucian uang. Menurut Pasal 3 UU 

No. 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau pihak 
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lain dengan cara menyalahgunakan jabatan, kewenangan, sarana, atau kesempatan 

yang merugikan perekonomian dan keuangan negara. Menurut laporan ICW tahun 

2023, terdapat 791 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun. 

Meskipun ada penurunan, kerugian tersebut masih tinggi, menunjukkan kegagalan 

dalam manajemen keuangan negara dan kurangnya pengawasan (ICW, 2023). 

 

 
Gambar 1.2 Potensi Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi Tahun 2019-2023 

(Sumber: ICW 2023) 

Fraud, termasuk korupsi, diatur dalam taksonomi ACFE Fraud Tree yang 

mencakup penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, dan bentuk lainnya 

seperti benturan kepentingan, penyuapan, pemberian hadiah tidak sah, serta 

pemerasan ekonomi. Korupsi, sebagai skema fraud umum di Asia termasuk 

Indonesia, mencatatkan 57% dari kasus-kasus yang terjadi (ACFE, 2022). 

Tabel 1.3 Skema Fraud Paling Umum Terjadi di Kawasan Asia Tahun 2022 

No Skema Fraud Persentase 

1 Korupsi 57% 

2 Penagihan 20% 

3 Non-tunai 17% 

4 Penggantian Biaya 15% 

5 Uang Tunai 11% 

6 Fraud Laporan Keuangan 11% 

7 Penggajian 11% 

8 Gangguan Cek dan Pembayaran 9% 

9 Skimming 9% 

10 Pencurian Uang Tunai 6% 

11 Mendaftarkan Pencairan Dana 2% 

Sumber: ACFE 2022, Data diolah 2024 

Potensi Kerugian Keuangan Negara Akibat 

Korupsi (Dalam Triliun Rupiah) 

 
42,7 

 
29,4 28,4 

18,6 

8,4 

2019 2020 2021 2022 2023 
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Terjadinya perbuatan korupsi tidak memandang dari mana asal organisasi 

tersebut. Termasuk pemerintahan. Dilansir dari ACFE (2022), jenis organisasi 

paling dirugikan oleh fraud adalah organisasi pemerintahan dengan total kerugian 

mencapai $138,000. Berikut adalah bukti nyata yang menunjukkan bahwa ranah 

pemerintahan pun rentan terjadi praktik korupsi. 

Kasus korupsi di pemerintahan wilayah Bali, yakni skandal korupsi Ketua 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kalianget. Kasus ini terungkap pada tahun 2020, 

dimana ketua LPD melakukan pinjaman secara berkala tanpa disertai pengembalian 

dana yang diperoleh hingga nominalnya membengkak. Menurut hasil audit BPKP 

Provinsi Bali, negara mengalami kerugian hingga Rp 355 juta akibat kasus ini 

(Nusa Bali, 2020). Kasus kredit fiktif Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali tahun 

2022 menunjukkan bahwa ajuan kredit sebesar Rp 5 miliar melalui CV, SU, dan 

DBD untuk pengadaan barang dan jasa di institusi pendidikan swasta Bali ternyata 

fiktif. Kepala BPD Bali Cabang Badung menyetujui dan mencairkan kredit ke 

rekening giro ketiga entitas tanpa sesuai dengan surat perintah kerja (SPK), 

mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 4,4 miliar menurut BPKP 

Bali (DetikBali, 2023). 

Berdasarkan kasus korupsi di atas, banyak praktisi dan akademisi menjelaskan 

faktor-faktor individu yang mungkin berbuat korupsi melalui teori fraud triangle 

(Cressey, 1953). Teori ini menyatakan bahwa individu melakukan fraud karena 

tekanan (pressure) seperti masalah finansial, ada kesempatan (opportunity), dan 

membenarkan perbuatan tersebut (rasionalisasi) (Cressey, 1953; Wiley, 2017). Jika 

individu ingin berbuat fraud, maka ketiga elemen dalam teori fraud triangle ini 

harus dimiliki (Ratmono et al., 2018; Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017). 

Terjadinya praktik korupsi di ranah pemerintah mendorong pihak didalamnya 

untuk dapat segera menangani segala bentuk risiko yang merugikan. Kasus di atas 

menunjukkan bahwa korupsi terjadi karena lemahnya pengendalian internal 

(Amrizal, 2015). Semakin berkembang organisasi, semakin kompleks tanggung 

jawab manajemen (Amrizal, 2015). Untuk mencapai tujuan organisasi, melindungi 

aset, dan memastikan operasi yang efektif, diperlukan sistem pengendalian internal 
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yang kuat untuk mencegah fraud. Penanganan korupsi tidak mudah karena bersifat 

sistematik dan melibatkan banyak unsur, sehingga membutuhkan upaya preventif 

yang sistematik. 

Menurut Artikel 5 UNCAC Tahun 2003, pencegahan korupsi harus mencakup 

upaya preventif, bukan hanya represif (BPKP, 2007). Upaya preventif harus 

diprioritaskan karena korupsi menyebabkan kerugian finansial besar, merusak 

reputasi, hasil pemulihan uang kecil, dan memberi waktu bagi pelaku untuk 

menutupi tindakan mereka. Proses litigasi juga memakan waktu dan biaya yang 

signifikan (BPKP, 2007). Oleh karena itu, tindakan yang tepat untuk memberantas 

korupsi adalah dengan mengutamakan upaya preventif. 

Tindakan preventif yang dimaksud adalah implementasi fraud control plan. 

Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2014, presiden memerintahkan BPKP untuk 

meningkatkan pendapatan negara/daerah dan efisiensi anggaran melalui 

pemantauan, evaluasi sistem pengendalian intern, dan pengendalian kecurangan. 

Deputi Bidang Investigasi BPKP berperan dalam mengantisipasi dan 

mengidentifikasi fraud dengan mengadopsi fraud control plan. Tujuan fraud 

control plan adalah memperkuat pengendalian internal yang ada untuk melindungi 

organisasi dari risiko fraud. 

Menurut BPKP, fraud control plan memiliki sepuluh atribut: kebijakan anti- 

fraud, struktur anti-fraud, standar perilaku dan disiplin, penilaian risiko fraud 

(FRA), manajemen sumber daya manusia, manajemen pihak ketiga, sistem 

whistleblowing dan perlindungan pelapor, deteksi proaktif, investigasi, dan 

tindakan korektif. Atribut-atribut ini memperkuat tata kelola organisasi dan saling 

berkorelasi. Kekurangan salah satu atribut dapat menghambat efektivitas Fraud 

Control Plan dan memerlukan pemantauan berkelanjutan (Iskandar & Yuniasih, 

2019). Implementasi lengkap dari sepuluh atribut ini menciptakan lingkungan anti- 

fraud yang efektif dan meningkatkan kesadaran serta pencegahan korupsi dalam 

organisasi. 
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Sistem whistleblowing adalah bagian penting dari fraud control plan untuk 

melaporkan tindakan melanggar hukum (KNKG, 2008). Ketersediaannya 

menunjukkan kepedulian terhadap pencegahan fraud. Sistem ini memungkinkan 

pelaporan pelanggaran hukum oleh individu, menciptakan lingkungan yang 

mengurangi fraud atau korupsi (Kuncara, 2022). eskipun implementasinya berbeda-

beda, tujuannya sama: mencegah korupsi dan memberikan pengawasan. Pelapor 

juga dilindungi dengan kerahasiaan identitas, perlindungan dari tindakan balasan, 

dan informasi tindak lanjut (KNKG, 2008; Kurnia, 2023). 

Kepemimpinan (leadership) sangat penting dalam mencegah korupsi dan 

implementasi fraud control plan. Tanpa kepemimpinan yang baik, fraud control 

plan tidak akan berjalan. Kasus-kasus korupsi menunjukkan bagaimana pimpinan 

yang tidak bertanggung jawab bisa merugikan organisasi dan negara. Ethical 

leadership ditunjukkan melalui perilaku pribadi, interaksi interpersonal, dan 

penyebaran nilai-nilai etis (Brown et al., 2005). Pimpinan yang peduli pada anggota 

dan pemangku kepentingan adalah contoh ethical leadership (Anggraini & 

Siswanto, 2019). Dengan kepemimpinan yang baik, fraud control plan dapat 

diimplementasikan secara efektif, menciptakan lingkungan anti-korupsi dan 

meningkatkan kesadaran anggota terhadap tindakan korupsi. 

Perwakilan BPKP Provinsi Bali dipilih sebagai objek penelitian ini karena Kota 

Denpasar telah diakui sebagai Calon Percontohan Kota Anti Korupsi oleh KPK RI 

(Pemerintah Kota Denpasar, 2024). KPK RI mencatat bahwa Denpasar telah 

memenuhi tiga pilar utama: penindakan melalui operasi tangkap tangan untuk 

menciptakan efek jera, pencegahan dengan memperbaiki sistem untuk mencegah 

korupsi, dan pendidikan untuk membangun budaya anti korupsi dengan partisipasi 

masyarakat.. 

Pemilhan Kota Denpasar sebagai contoh kota anti korupsi didukung oleh nilai 

MCP tahun 2023 yang mencapai 97,29. Kota ini meraih peringkat keenam nasional 

dan tertinggi di Provinsi Bali, yang juga membantu Provinsi Bali meraih skor MCP 

96, mengungguli Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta di peringkat tiga. 
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MCP adalah aplikasi dari KPK untuk memantau program pencegahan korupsi yang 

fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan. 

Tabel 1.4 Tiga Besar Perolehan Skor MCP Provinsi di Indonesia Tahun 2023 

No Provinsi Skor 

1 Provinsi Bali 96 

2 Provinsi Jawa Barat 95,94 

3 Provinsi DKI Jakarta 95,75 

Sumber: www.baliprov.go.id 

 

Untuk mencapai skor tinggi dalam MCP, metode pendorong yang penting 

adalah peran fraud control plan. Keberhasilan Provinsi Bali sebagai yang terbaik 

dalam pencegahan korupsi menunjukkan efektivitas implementasi fraud control 

plan di wilayah tersebut. Pemilihan Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai objek 

penelitian tepat untuk memahami bagaimana pimpinan yang baik dan implementasi 

fraud control plan berkontribusi dalam pencegahan korupsi. 

BPKP adalah lembaga pengawas intern pemerintah yang bertugas membangun 

kerja sama dalam pengawasan intern untuk akuntabilitas keuangan negara/daerah 

dan kemajuan nasional. Berbeda dengan BPK, BPKP merupakan lembaga non- 

kementerian yang berada di bawah Presiden, setara dengan lembaga pemerintah 

non-kementerian lainnya seperti Bapennas, BPN, BNN, BKPM, BKN, dan BNPB. 

Di sisi lain, BPK atau badan pemeriksa keuangan adalah lembaga negara RI yang 

setara dengan MPR-RI, DPD-RI, DPR-RI, Presiden, Wakil Presiden, MA-RI, dan 

MK-RI. 

Tabel 1.5 Perbedaan BPK dan BPKP 

No Uraian BPK BPKP 

1 Dasar Hukum UU No. 15 Tahun 2006 PP No. 60 Tahun 2008 

2 Hubungan 
Kelembagaan 

DPR, DPD, DPRD Ditunjuk & bertanggung jawab 
kepada presiden 

3 Jenis Audit ● Audit keuangan 

● Audit kinerja 

● Audit dengan tujuan 

tertentu 

● Audit kinerja 

● Audit dengan tujuan 

tertentu 

4 Objek Memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan 

Negara (termasuk keuangan 

daerah) – APBN dan APBD 

Mengawasi kegiatan 

Kebendaharaan Umum 

Negara yang bersumber dari 

APBN dan penugasan khusus 
dari Presiden 

5 Sifat Eksternal Pemerintah Internal Pemerintah 

http://www.baliprov.go.id/
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6 Wewenang dan Fungsi ● Melakukan 

pemeriksaan dan 

meminta dokumen 

terkait pengelolaan dan 

tanggung jawab 

keuangan negara. 

● Menetapkan standar 

pemeriksaan keuangan. 

● Membina jabatan 

fungsional Pemeriksa. 

● Memberi pertimbangan 

atas Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan 

rancangan sistem 

pengendalian intern 

Pemerintah 

Pusat/Pemerintah 

Daerah. 

● Menilai dan/atau 

menetapkan jumlah 

kerugian Negara. 

● Memantau penyelesaian 

ganti kerugian 

negara/daerah 

● Memberikan keterangan 

ahli dalam proses 

peradilan mengenai 

kerugian negara/daerah. 

● Memberikan peringatan 

dini dan meningkatkan 

efektivitas manajemen 

risiko. 

● Memelihara dan 

meningkatkan kualitas tata 

kelola Instansi Pemerintah. 

● Memberikan keyakinan 

yang memadai atas 

ketaatan, efisiensi, dan 

efektivitas. 

Sumber: kepri.bpk.go.id 

 

APIP di Indonesia terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat 

Pemerintah Provinsi, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota. Meskipun 

memiliki tugas serupa dalam pengawasan intern pemerintahan, keempat APIP ini 

memiliki objek yang berbeda. 

Tabel 1.6 Persamaan dan Perbedaan APIP Indonesia 

No. Uraian BPKP 
Inspektorat 

Jenderal 
Inspektorat 

Provinsi 
Inspektorat 

Kabupaten/Kota 

1 Dasar 

Hukum 

PP No. 60 
Tahun 2008 

PP No. 60 
Tahun 2008 

PP No. 60 
Tahun 2008 

PP No. 60 Tahun 

2008 

2 Hubungan 

Kelembag 

aan 

Ditunjuk & 

bertanggung 

jawab kepada 
Presiden 

Ditunjuk & 

bertanggung 

jawab kepada 
Menteri 

Ditunjuk & 

bertanggung 

jawab kepada 
Gubernur 

Ditunjuk & 

bertanggung jawab 

kepada 
Bupati/Walikota 

3 Jenis 

Audit 

Audit kinerja & 

audit dengan 

tujuan tertentu 

Audit kinerja & 

audit dengan 

tujuan tertentu 

Audit kinerja & 

audit dengan 

tujuan tertentu 

Audit kinerja & 

audit dengan tujuan 

tertentu 

4 Objek Mengawasi 
kegiatan 

Mengawasi 
kegiatan 

Mengawasi 
kegiatan 

Mengawasi 
kegiatan 
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  Kebendaharaa 

n Umum 

Negara yang 

bersumber dari 

APBN dan 

penugasan 

khusus dari 

Presiden 

kementerian 

tertentu yang 

bersumber dari 

APBN di 

Kementerian 

tersebut. 

pemerintah 

provinsi yang 

bersumber dari 

APBD Provinsi. 

pemerintah 

Kabupaten/Kota 

yang bersumber 

dari APBD 

Kabupaten/Kota 

5 Sifat Internal 
pemerintah 

Internal 
pemerintah 

Internal 
pemerintah 

Internal pemerintah 

6 Wewenan 

g dan 

Fungsi 

● Memberikan 

peringatan 

dini dan 

meningkatkan 

efektivitas 

manajemen 

risiko. 

● Memelihara 

dan 

meningkatkan 

kualitas tata 

kelola 

Instansi 

Pemerintah. 

● Memberikan 

keyakinan 

yang 

memadai atas 

ketaatan, 

efisien, dan 

efektivitas. 

● Memberikan 

peringatan 

dini dan 

meningkatkan 

efektivitas 

manajemen 

risiko. 

● Memelihara 

dan 

meningkatkan 

kualitas tata 

kelola 

instansi 

Pemerintah. 

● Memberikan 

keyakinan 

yang 

memadai atas 

ketaatan, 

efisiensi, dan 

efektivitas. 

● Memberikan 

peringatan 

dini dan 

meningkatkan 

efektivitas 

manajemen 

risiko. 

● Memelihara 

dan 

meningkatkan 

kualitas tata 

kelola 

Instansi 

Pemerintah. 

● Memberikan 

keyakinan 

yang 

memadai atas 

ketaatan, 

efisiensi, dan 

efektivitas. 

● Memberikan 

peringatan dini 

dan 

meningkatkan 

efektivitas 

manajemen 

risiko. 

● Memelihara dan 

meningkatkan 

kualitas tata 

kelola Instansi 

Pemerintah. 

● Memberikan 

keyakinan yang 

memadai atas 

ketaatan, 

efisiensi, dan 

efektivitas. 

Sumber: kepri.bpk.go.id 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian berjudul ”Upaya Preventif Terhadap Pencegahan 

Korupsi: Fraud Control Plan dan Ethical Leadership (Studi Kasus Pada 

Perwakilan BPKP Provinsi Bali)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi latar belakang di atas, maka timbul rumusan masalah yang 

akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini: 

1) Bagaimana implementasi Fraud Control Plan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali 

dalam kontribusinya terhadap pencegahan korupsi? 
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2) Apakah Ethical leadership di Perwakilan BPKP Provinsi Bali memiliki dampak 

dalam upaya pencegahan korupsi? 

3) Bagaimana Fraud Control Plan dan Ethical Leadership mampu mengurangi 

tindakan korupsi di wilayah Bali? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, 

penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut: 

1) Mengetahui implementasi Fraud Control Plan di Perwakilan BPKP Provinsi 

Bali dalam kontribusinya terhadap pencegahan korupsi. 

2) Mengetahui dampak dari Ethical Leadership di Perwakilan BPKP Provinsi Bali 

dalam upaya pencegahan korupsi. 

3) Mengetahui Fraud Control Plan dan Ethical Leadership dalam mengurangi 

korupsi di wilayah Bali. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

melakukan penelitian dan menjadi sumber pembelajaran tentang pencegahan 

korupsi melalui pendekatan preventif seperti fraud control plan dan ethical 

leadership. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, diharapkan peneilitian ini memberikan nilai tambah bagi para 

peneliti dan menjadi sumber pengetahuan tentang strategi pencegahan korupsi 

melalui pendekatan preventif, yakni fraud control plan dan ethical leadership. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan meningkatkan pemahaman 

mengenai upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan fraud control plan dan 

ethical leadership. Selain itu, diharapkan juga menjadi referensi bagi penulis 

berikutnya yang akan melaksanakan penelitian. 

b. Bagi Organisasi/Lembaga 
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Diharapkan penelitian ini dapat membantu unit Perwakilan BPKP Provinsi Bali 

dan auditornya dalam menjaga kualitas dan membantu organisasi untuk 

mengimplementasikan fraud control plan dan ethical leadership. 

1.5 Batasan Penelitian 

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di latar belakang, maka penelitian ini 

hanya dibatasi pada: 

1. Fraud control plan dan ethical leadership yang diimplementasikan Perwakilan 

BPKP Provinsi Bali. 

2. Objek dalam penelitian adalah Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 

3. Informan penelitian adalah auditor di bidang investigasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang diterapkan pada penilitian ini sebagai berikut: 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bagian ini memuat latar belakang penelitian, rumusan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bagian ini memuat kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan 

kerangka penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini memuat metode penelitian: rancangan penelitian, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis 

data, teknik validitas data, tahapan penelitian, dan hambatan 

penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bagian ini memuat hasil penelitian dan pembahasannya yang 

diorganisasikan sesuai topik dalam cakupan fokus dan/atau 

rumusan masalah. 

BAB V PENUTUP 

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti 

mengenai upaya preventif terhadap pencegahan korupsi melalui FCP dan ethical 

leadership di Perwakilan BPKP Provinsi Bali, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penanganan korupsi sebelum adanya FCP: 

a. Sebelum diterbitkannya Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 

2021, belum ada pedoman khusus untuk rencana pengendalian kecurangan 

(Fraud Control Plan). 

b. Regulasi yang ada tidak secara spesifik mengatur prosedur penanganan 

korupsi oleh pegawai, yang menyebabkan kesulitan dalam pelaporan dan 

tindak lanjut. 

2. Sistem Pelaporan Korupsi di Perwakilan BPKP Provinsi Bali meliputi sistem 

whistleblowing, pelaporan gratifikasi, dan pelaporan benturan kepentingan. 

3. Bapak MM selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali terlibat langsung 

dalam implementasi dan pengawasan FCP. Beliau selalu memastikan bahwa 

setiap laporan korupsi dan/atau kecurangan yang dilaporkan ditangani dengan 

serius sesuai prosedur. Selain itu, beliau selalu mengadakan rapat secara 

berkala untuk meninjau laporan-laporan korupsi maupun kecurangan yang 

masuk dan membahas tindak lanjut yang diperlukan. 

4. Kekurangan dalam implementasi FCP yaitu kurangnya pemahaman pedoman 

FCP, kekhawatiran kerahasiaan pelapor, dan tantangan dalam pelaksanaan 

evaluasi FCP. 

5. Kepemimpinan etis Bapak MM memberikan dampak positif dalam pencegahan 

korupsi melalui pelaksanaan dan evaluasi FCP yang efektif. 

6. Implementasi FCP dan kepemimpinan etis di Perwakilan BPKP Provinsi Bali 

berkontribusi signifikan dalam menjadikan Provinsi Bali sebagai provinsi 

terbaik dalam pencegahan korupsi. Kolaborasi dan komitmennya terhadap 
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transparansi serta akuntabilitas menciptakan lingkungan yang bebas dari 

praktik korupsi. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, peneliti menyadari masih 

banyak terdapat kekurangan dan belum sempurna. Namun, peneliti mencoba 

memberikan saran bagi lembaga sebagai objek penelitian dan juga bagi peneliti 

selanjutnya, agar untuk masa yang akan datang dapat menjadi lebih baik. 

1. Bagi Lembaga (Perwakilan BPKP Provinsi Bali) 

Diharapkan agar Perwakilan BPKP Provinsi Bali meningkatkan frekuensi 

sosialisasi dan pelatihan terkait FCP bagi seluruh pegawai, sehingga mereka 

memiliki pemahaman yang mendalam tentang pedoman dan prosedur FCP yang 

perlu diikuti. Selain itu, penting untuk segera melakukan evaluasi dengan 

menyusun laporan pemantauan gratifikasi dan benturan kepentingan guna 

mengidentifikasi serta mengatasi kelemahan yang ada, dan untuk memperbaiki 

sistem pengendalian korupsi 

2. Bagi Peneliti Berikutnya 

Diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk dapat melakukan penelitian yang 

lebih mendalam mengenai efektivitas FCP di berbagai instansi pemerintah selain 

BPKP, untuk memperoleh gambaran lebih luas tentang penerapan dan dampaknya. 

Selain itu, fokus pada atribut-atribut FCP secara spesifik seperti kebijakan anti 

kecurangan, struktur anti kecurangan, standar perilaku dan disiplin, FRA, 

manajemen SDM, manajemen pihak ketiga, sistem whistleblowing dan 

perlindungan pelapor, deteksi proaktif, investigasi, dan tindakan korektif. 
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